
BUPATl BIREUEN 
PROVINSI ACEH 

PERATU RAN BUPATl BIREU EN 
NOMOR \\ TAHUN 20 19 

TENTANG 

PENDELEGA 1 N KEW EN ANG AN PELAKSANMN EV ALUASI RANCANGAN 
Q NUN GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ A 

GAMPONG KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN BIREUEN 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BIREUEN, 

a . bahwa Rancangan Qanun Gampong tentan g Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Gampong yan g telah disepakati 
oleh Keuchik dan Tuh a Peut disampaikan oleh Keuchik 
kepada Bupati um uk dievaluasi; 

b. bahwa berdasarkan ketent uan pasaJ 165 ayat (2) 
Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahu n 20 18 
tentang Pemerintahan Gampong, dinyatakan bahwa 
Bu pati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan 
Qanun Gampong ten tang Anggaran Pendapatan dan 
Bela nja Gampong kepada Camat dalam Kabupaten 
Bireuen; 

c . bahwa berdasarkan pertim bangan seba gaimana 
dimaksud dalam huruf a dan hur uf b , perlu 
menetapkan dalam suatu Peraturan; 

1. Undan g-Undang Nomor 48 Tah un 1999 tentang 
Pembentukan I abupaten Bireuen dan Ka bupa ten 
Simuelue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 
1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indon esia Nomor 3897) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3963}; 

2. 

3 . 

4. 

Undang-Undang Nom or 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Tahu n 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang 
Pembentukan Peratu ran Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Rep ublik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lern.baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 



Menetapkan 

lhKt n,._L?-Und u1g mor 23 Tahun 2014 tentang 
F\'-11~rin1 lkm Daemh (LembAran Negara Republik Indonesia 
Tuhun 2014 omor 244. TRmbahan Lembaran Negara 
R(>pul hk Ind nesiA omor 5587) sebag-d_imana telah diubah 

1,J .. j:_\.'l k!1.li. te.rakhir den g,=m Undang-Undang Nomor 9 
Tuhun _ 15 (u:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nunor ··. Tamoohan Lembaran Negara Republik 
lr tcI1esia Nom r 5679): 

6. fu-atum.11 Peme-rintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang 
~tumn Pelfl1...-sanA..an Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tt>nmng Ot'SR (Lembara.n Negara Republik lndonesia 
Tuhun 2014 1omor· 123. Ta mbahan Lembaran Negara 
Republik lnd mesia. omor 5539) sebagaimana telah diubah 
deng,.n Pemruran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Le1ubanm egara Republik Indonesia Nomor 157, 
Tumlmmn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717): 

7 . Peraturan Pemerinta h Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa ya ng bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja egara sebagaimana telah diubah beberapa 
kali te.rak.hir dengRn Peraturan Pemerintah Nomor 8 
TRhun 2016: 

8 Perarnran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengt>lolaan Keuangan Desa; 

9. Pe..rnturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
rentang pernbentukan Produk H ukum Daerah; 

10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 
ten tang Pedoman Um um Penyelenggaraan 
Pemerintahan Gampong; 

l l. Qanun t..;:abu paten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 
rentang Pemerintahan Gampong; 

12. Perarnran Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 
tenrang Pengelolaan Keuangan Gampong . 

M E M UTUSKAN : 

PE1 DELEGASIAN h..E\\"ENANGAN PELAKSANAAN EVALUASI 
R -\ ·c. G.\N QA.NU GAMPONG TENTANG ANGGARAN 
PE 1D.-.\P.-\T, DAN BEL.ANJA GAMPONG KEPADA CAMAT 

Pasall 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Dae.rah ada1ah Kabupaten Bireuen. 

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabuparen dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 
sesuai dengan fungsj dan kewenangannya masing-masing. 



3. P m rin tah Daera h KAbupaten yang se lanjutnya disebut 
Pemerintah l a bupaten ada lah unsur Penyelenggara 
Pem r inta11an Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan 
perangkat Ka bu paten. 

4. Bupati adalah Bupati Bireuen . 

5. Gampong atau nama lain adaJah kesatuan rnasyarakat 
hukum yang berada dibawah mukim dan di pimpin oleh 
keuchik atau nam a lain yang berhak menyelenggarakan 
urusan ruma h tangga sendiri. 

6 . Keuchik adaJah Pimpinan Gampong sebagaj kepaJa 
eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan 
Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di 
Gampong. 

7. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintaJ1an yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

8 . Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban 
Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong. 

9. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan , pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan gampong. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanj utnya 
disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerin tahan Gampong. 

11. Dana Desa adaJah dana yang ber sumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

12. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADO , 
adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

Pasal 2 

Bupati mendelegasikan Kewenangan Pelaksanaan Evaluasi 
Rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Camat. 



Pasal 3 

( 11 Keu chik menyRmpaika n Ra ncangan Qanu n Gampong 
tenla.ng APB G ke pada Camat pa ling lam bat 3 (tiga) hari 
kerja sejak d isepa ka ti ber sama de ngan Tuha Pe u t untuk d i 
evaluasi . 

(2) Camat me netapkan h asi l evaluasi Rancangan Qanun 
Gampong tentang APBG dalam 20 (dua pulu h) hari kerja 
sejak diterimanya Ranca ngan Qanun Gampong tentang 
APBG. 

(3) Dalam haJ Ca.mat tidak memberikan h asil evaJuasi daJam 
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka 
Rancangan Qanun Gampong tentang APBG te rsebu t dapat 
ditetapkan menja di Qanun Gampon g tentang APBG. 

(4) Dalam hal Ca.mat menyaLakan hasil evaluasi Rancangan 
Qanun Gampong tentang APBG tidak sesuai den gan 
ketentu an Peraturan Perundang-undangan, Keuc hik 
melakukan penyempu rnaan palin g lama 7 (tuj uh) hari 
kerja terhitung sejak diterimanya hasil evalu asi. 

Pasal 4 

(1) Apabila h asil evaluasi tidak ditindakJanju ti oleh Keuchik 
sebagaima.na dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan tetap 
menetapkan Rancangan Qanu n Gampong tentang APBG 
menjadi Qanun Gampong, Camat m e nyampaikan usulan 
pemba talan Qanun Gampong kepada Bupati; 

(2) Pembatalan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya Qanun APBG 
tahun sebelumnya. 

(3) Dalam ha! pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) Keuchik hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap 
operasional penyelenggaraan pemerintahan Gampong. 

Pasal 5 

( 1) Pelaksanaan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang 
APBG meliputi : 
a. Pendapatan; 
b. Belanja; dan 
c. Pembiayaan. 

(2) Format Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan 
Qanun Gampong tentang APBG dan format E va1uasi 
Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercant um dalam Lampiran 1 dan II 
yang meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 



Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 
pengundangan Peratu.ran Bupati in i dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen. 

Diundangkan di Bireuen 
pada tanggal 1 o J a..r..v.:,.1r'i ?-o\, 

/ SEKRETARJS DAERAH \r 
/1Y'-KABUPATEN BIREUEN, 

Ditetapkan di Bireu en 
pada tanggal \o Jc::\T\vc.v-i U .1\, 

\ BUP REUEN,,-

FANN R 

SERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR -.:\ 2 3 


